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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf  Latin dapat 
dilihat pada tabel berikut: 
1. Konsonan 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا alif 
tidak 
dilambangkan 
tidak dilambangkan 
ب Ba b be 
ت Ta t te 
ث ṡa ṡ es (dengan titik di atas) 
ج Jim j je 
ح ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) 
خ kha kh ka dan ha 
د dal d de 
ذ żal ż zet (dengan titik di atas) 
ر Ra r er 
ز zai z zet 
س Sin s es 
ش syin sy es dan ye 
ص ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) 
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ع „ain „ apostrof terbalik 
غ gain g ge 
ؼ Fa f ef 
ؽ qaf q qi 
ؾ kaf k ka 
ؿ Lam l el 
ـ mim m em 
ف nun n en 
ك wau w we 
ق Ha h ha 
ء hamzah ʼ apostrof 
ل Ya y ye 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 
(„). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tuggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 َا fatḥah a a 
 َا kasrah i i 
 َا ḍammah u u 
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Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 َٸ fatḥah dan yā’ ai a dan i 
ٷ fatḥah dan wau au a dan u 
Contoh: 
ََفْيَك: kaifa 
ََؿْوَه: haula 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan Tanda Nama 
ََل  ... | ََا  ... 
fatḥah dan alif 
atau yā‟ 
ā a dan garis di atas 
 َل kasrah dan yā’ ī i dan garis di atas 
 َك 
dammah dan 
wau 
ū u dan garis di atas 
Contoh: 
ََتام  : māta 
ىَمَر  : ramā 
ََلْي ق    : qīla 
 َتْوَيَ : yamūtu 
4. Tā’ marbūṭah 
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Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup 
atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. 
Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 
adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’ 
marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh: 
ةَضْكَرَؙاﻷَ  ؿاَفْط      : rauḍah al-aṭfāl 
ةَل  ضافْلاََ ةَنْػيَ دَمَلا    : al-madīnah al-fāḍilah 
ةَمْك َلَا               : al-ḥikmah 
5. Syaddah (Tasydīd) 
Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydīd (    ّ  ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Contoh: 
ََاّنبَر   : rabbanā 
ََانْيَّنَ : najjainā 
َّقََلَا : al-ḥaqq 
ََمُّعن   : nu“ima 
َّك دَع  : ‘aduwwun 
Jika huruf ل ber-tasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah (  ى) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī. 
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Contoh: 
َّى لَع    : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly) 
َّبَرَع : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby) 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ؿا 
(alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 
seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf 
qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 
mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 
dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
Contoh: 
 َسْمّشَلا   : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
ةلَزلّزَلا     : al-zalzalah (bukan az-zalzalah) 
ةَفَسْلَفَلا   : al-falsafah 
    ََدلَبلا  : al-bilādu 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‟) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 
awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh: 
ََفْك رْمأت : ta’murūna 
 َعْوّػَنلا    : al-nau„ 
 َءْيَش    : syai’un 
 َتْر  ِ  ـ أ : umirtu 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 
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Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 
sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 
akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, 
kata al-Qur‟an (dari al-Qur‟ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila 
kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus 
ditransliterasi secara utuh. 
Contoh: 
Fī Ẓilāl al-Qur’ān 
Al-Sunnah qabl al-tadwīn 
9. Lafẓ al-Jalālah (للها) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan  huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
Contoh: 
 َللهاَ ني
 د dīnullāh  َلله اب billāh 
Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada Lafẓ al-
Jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 
 َللهاَ ةَحمرَْ  فَِْم ه hum fī raḥmatillāh 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, 
tempat, 
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bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh 
kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama 
diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, 
maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). 
Ketentuan yang 
sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 
sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, 
DP, CDK, dan DR). Contoh: 
Wa mā Muḥammadun illā rasūl 
Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 
Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān 
Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 
Abū Naṣr al-Farābī 
Al-Gazālī 
Al-Munqiż min al-Ḍalāl 
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 
Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd 
Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) 
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr 
Ḥāmid Abū) 
B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
swt.  = subḥānahū wa ta‘ālā 
saw.  = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 
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a.s.  = ‘alaihi al-salām 
H  = Hijrah 
M  = Masehi 
SM  = Sebelum Masehi 
l.  = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w.  = Wafat tahun 
QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli „Imrān/3: 4 
HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 
Nama  : Ardiansyah Ruslan 
Nim  : 10300114043 
Jurusan : Perbandingan Mazhab & Hukum 
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam dan Hukum Adat Terhadap Nikah  
Hamil 
  
 Skiripsi ini mengambil permasalahan tentang Pandangan Hukum Islam 
dan Hukum Adat Tentang Nikah Hamil, Faktor-faktor yang melatar belakangi 
terjadinya perkawinan wanita hamil  di kelurahan purangi Kecamatan sendana dan 
Pandangan Hukum Islam dan Hukum Adat Tentang Nikah Hamil di Kel.Purangi 
Kec Sendana Kota Palopo. 
 Jenis penelitian ini adalah penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif adalah 
suatu penelitian yang memberikan gambaran kompleks, dengan mengunakan 
metode (field receacrh) yaitu penelitian lapangan, karena kajian penelitian ini 
merupakan bagian dari wacana kajian tentang sosiologi hukum. Adapun sumber 
data pada penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. 
Adapun metode yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
 Hasil dari penelitian ini menujukkan bahwa hukum adat di kelurahan 
purangi kecamatan sendana kota palopo membolehkan nikah hamil karena sebagai 
cara untuk menutupi aib dari keluarga, dan hukum islam juga  membolehkan 
nikah hamil dan tidak ada larangan untuk hal tersebut. 
 Implikasi penelitian ini adalah Diharapkan bagi seluruh  masyarakat 
kelurahan Purangi, kecamatan Cendana Kota Palopo agar menjauhkan diri dari 
perbuatan zina, Diharapkan masyarakat Purangi agar tetap memupuk dan menjaga 
rasa persatuan yang begitu sang, tetap menjunjung akhlak yang tinggi yang 
berlaku dalam daerah tersebut dan tunduk pada aturan yang berlaku. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata”kawin” yang menurut 
bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan 
kelamin atau bersetubuh.1 
Pernikahan merupakan persamaan dari perkawinan, jika perkawinan adalah 
ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri 
dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.2 
Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 1 tentang perkawinan menyatakan 
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai 
suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah) yang bahagia dan kekal 
berdasarkan Ketuhanan yang maha esa.3 
Pernikahan dini bukanlah sekadar kisah sinetron. kasus pernikahan dini itu 
nyata terjadi di sekitar kita dengan kuantitas yang terbilang tinggi. 
                                                             
1Abd Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat  (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 7 
2Undang-Undang Pokok Perkawinan No. 1 Tahun 1974 beseta peraturan perkawinan khusus 
cet-4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h.1 
3Sudarsono, Kamus Hukum. (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2007), h. 304 
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Manusia diciptakan oleh Allah swt sebagai makhluk sempurna dan mulia. 
Maka dalam segala aspek kehidupan, Allah swt mengawali kemuliaan manusia 
dengan adanya aturan yang menyelamatkan manusia kenistaan. 
Agama Islam menganjurkan kepada setiap manusia untuk mencari pasangan, 
melaksanakan perkawinan dan memperbanyak keturunan sehingga dapat mempererat 
ikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan dalam membentuk rumah tangga 
yang penuh ketentraman,  
kebahagian yang di penuhi kasih sayang dan di dasari oleh nilai-nilai ajaran 
agama Islam.4 Perkawinan merupakan tempat membina rumah tangga, tempat setiap 
manusia menerima dan memberi cinta. 
Setiap manusia dalam menjalani kehidupannya sehari-hari saling berhubungan 
satu dengan yang lainnya, salah satu ikatan yang di atur oleh Allah untuk hidup 
berpasangan adalah melalui proses perkawinan. Di dalam melaksanakan perkawinan, 
berbagai persiapan baik lahiriah maupun batiniah merupakan unsur penting yang 
harus terpenuhi, Syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan menjadi satu kesatuan 
yang tak terpisahkan.  
Pada umumnya perkawinan merupakan suatu ikatan suci yang berkaitan erat 
dengan ajaran agama, karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah 
perkawinan dengan kaedah-kaedah agama. 
Dalam perkembangan zaman sekarang ini manusia mulai berontak terhadap 
keadaan hidup, mulai dari tindakan yang tidak bermoral hingga mengambil jalan 
                                                             
4
 Aisyah Dahlan, Membina Rumah Tangga Bahagia (Jakarta: Jamunu, 1969), h. 85 
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yang tidak halal. Dimana pergaulan bebas merajalela dikalangan remaja, sehingga 
terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan yang juga melanggar hukum syara‟ atau 
menyimpang dari ajaran Islam. 
Kehidupan sudah demikian maju berkat perkembangan sains dan teknologi 
yang sangat pesat, arus informasi semakin canggih dan tanpa disadari telah banyak 
membawa dampak negatif bagi kehidupan manusia yang ditandai dengan dekadensi 
moral. Akibat dari perilaku menyimpang yang dilakukan oleh masyarakat saat 
diiringi dengan perkembangan zaman yang pesat di antaranya terjadi pergaulan bebas 
(sex), akibat sex bebas ini salah satunya adalah hamil di luar nikah. 
Dengan terjadinya hamil di luar nikah segala upaya dilakukan oleh 
masyarakat atau anggota keluarga untuk menutupi aib tersebut. Dikalangan 
masyarakat saat ini segala cara dilakukan meskipun dengan menikahkan anaknya atau 
menikah sementara mengandung (hamil). 
Sama, halnya dapat dilihat dengan semakin menggejalanya perkawinan wanita 
hamil terjadi di Kel. Purangi Kec. Sendana Kota Palopo. Dapat dilihat dengan 
semakin maraknya nikah hamil yang terjadi di wilayah tersebut.  
Dalam hal ini perkawinan menjadi alasan untuk menutup malu keluarga 
sehingga diharapkan dapat merehabilitaskan nama baik keluarga dan si pelaku agar 
tidak terjerumus ke perbuatan zina terus menerus. 
Alasan-alasan tersebut menyebabkan pelaku melakukan perkawinan tanpa 
mempertimbangkan segi lain dan tanpa melihat apakah yang mereka lakukan sesuai 
dengan hukum syara‟ atau syariat Islam. 
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Berangkat dari latar belakang tersebut, penulis tertarik mengangkat masalah 
kajian Hukum Islam terkait nikah hamil yang terjadi di Kel. Purangi Kec. Sendana 
Kota palopo dan mengaitkan langsung dengan hukum adat yang terletak di 
masyarakat Kel. Purangi Kec. Sendana Kota Palopo tersebut. 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah dalam penelitian 
ini adalah: 
1. Faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi terjadinya perkawinan wanita 
hamil  di kelurahan purangi Kecamatan sendana ? 
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam dan Hukum Adat Tentang Nikah Hamil di 
Kel.Purangi Kec Sendana Kota Palopo ?  
C. Definisi Operasional dan Ruang lingkup penelitian 
1. Definisi Operasional 
Definisi oprasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman 
dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam sebuah 
penelitian sesuai dengan judul penelitian yang di kaji oleh penulis yaitu Analisis 
hukum Islam dan hukum Adat terhadap nikah hamil di Kota Palopo. Maka definisi 
oprasional yang perlu dijelaskan yaitu: 
Hukum adat adalah  kebiasaan atau aturan yang tidak tertulis (lisan)  yang 
diterima oleh masyarakat dan harus dilaksanakan oleh masyarakat  yang 
bersangkutan. 
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Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari al-qur‟an dan hadis dan 
menjadi bagian agama Islam. Hukum Islam itu sendiri terdiri dari dua kata yakni 
hukum dan Islam. Hukum adalah sebagai peraturan yang dibuat oleh penguasa ( 
pemerintah ) atau adat yang berlaku bagi semua orang disuatu tempat. Sedangkan 
kata Islam bersal dari bahasa Arab yaitu dari kata salamu, yasallimu, sallamat yang 
berarti selamat, sentosa, tunduk, patuh, dan damai. 
Pernikahan adalah perintah agama yang di atur oleh syariat Islam dan 
merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama Islam. Dari 
sudut pandang ini, saat orang melakukan pernikahan,  
pada saat yang bersamaan itu pada dia bukan saja memiliki keinginan untuk 
melakukan perintah agama (syariat), namun juga memiliki keinginan memenuhi 
kebutuhan biologisnya yang secara kodrat harus disalurkan. 
Hamil diluar nikah merupakan suatu pertumbuhan hasil konsepsi dari 
pembuahan sel sperma dengan ovum di dalam Rahim sebelum adanya perjanjian 
(akad) yang menghalalkan  hubungan seksual antara suami istri. 
2. Ruang Lingkup Penelitian 
Penelitian ini merujuk pada suatu kejadian yang terjadi di masyarakat Purangi 
kec. Sendana yang dikaitkan dengan hukum Islam dan hukum Adat. Rencana 
penelitian ini dilakukan di daerah Purangi kec. Sendana Kota Palopo, dalam  jangka 
waktu  kurang lebih tiga bulan.  
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D.  Kajian Pustaka 
  Kajian pustaka pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran 
hubungan topic yang akan diteliti dengan peneliti-peniliti sebelumnya, sehingga 
diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak. 
1. Akbar Baihaki, „Tinjaun Hukum Islam Tentang Nikah Hamil” (Stadi Kasus di 
KUA kecamatan Sewon kabupaten Bantul tahun 2010)), skripsi ini mengkaji 
masalah nikah masalah nikah hamil, yaitu perkawinan pada saat 
dilangsungkan akad nikah mempelai perempuan telah hamil akibat persinaan 
sebelumnya. Hal ini di latar belakangi oleh maraaknya fenomena perkawinan 
yang dilaksanakan pada saat mempelai perempuan sedang hamil. Dapat 
dilihat dalam masyarakat kecamatan Sewon kabupaten Bantul dengan 
banyaknya yang melakukan nikah hamil, maka dari itulah muncul persoalan 
adalah: status perkawinan yang belum jelas, tujuan penelitian ini 
menganalisis pendapat KUA kecamatan Sewon kabupaten Bantul.5 
2. Neli Rosliyani,”Tinjauan Terhadap Ketentuan Pasal 53 KHI Nikah Wanita 
Hamil”, Skripsi ini menjelasakan bahwa pengertian  dalam  pasal 53 KHI 
ayat (1) mempunyai anggapan bahwa kata-kata (dapat dikawinkan) adalah 
bersifat imperative (tidak harus) bukan tentative (pasti), dengan 
mempertimbangkan wanita hamil harus menikah dengan laki-laki yang 
                                                             
55Akbar Baihaki, „Tinjauan Hukum Islam Tentang Nikah hamil” (Stadi Kasus di KUA 
kecamatan Sewon kabupaten Bantul tahun 2010), (Skripsi UIN Kalijaga, Yogyakarta, 2012. 
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menghamilinya. Apabila laki-laki tersebut tidak bertanggung jawab atau 
karena suatu hal, maka terpaksa laki-laki lain yang bukan menghamilinya. 
Perkawinan dengan wanita hamil di luar nikah tersebut dapat dilangsungkan 
tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya (tanpa menunggu masa 
iddahnya).6 
3. Muhammad Rosid Husaini, “Nikah Hamil dan Status Anak yang Dilahirkan 
Dalam Perspektif  Ulama  Kabupaten Bantul (Studi terhadap pasal 55 dan 99 
Kompilasi Hukum Islam)”, Skripsi ini menggambarkan dan menjelaskan 
pendapat-pendapat para ulama di Bantul yang mana membahas mengenai 
kebolehan akan perkawinan hamil itu sendiri kemudian menjelaskan status 
anak yang telah dilahirkan oleh seorang wanita yang dahulunya hamil 
terlebih dahulu sebelum nikah. Dalam skripsi ini menggambarkan perbedaan 
pendapat antar ulama satu dengan lainnya di dalam pembolehan dan status 
anak tersebut dari  berbagai ulama yang berada di kabupaten Bantul7 
4. Misbah Anlawi “Perkawinan Wanita Hamil Akibat zina di Desa Banguntapan 
kec. Banguntapan Kab. Bantul Yogyakarta (studi Tentang Maslahat dan 
madharat Terhadap Pasal 53 KHI)”, Skirpsi ini menjelaskan bahwa perbedaan 
pendapat dalam menetapkan hukum kawin hamil juga terjadi dikalangan 
                                                             
6Neli Rosliyani,Tinjaun Terhadap Ketentuan pasal 53 KHI Nikah Wanita Hamil” (skripsi 
IAIN  Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2001).   
7Muhammad Rosid Husain, “Nikah Hamil dan Status Anak yang Dilahirkan Dalam 
Perspektif Ulama  Kabupaten Bantul (Studi terhadap pasal 55 dan 99 Kompilasi Hukum Islam)”, 
(skripsi IAIN sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2001). 
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tokoh masyarakat moderat. Namun ditinjau dari sisi kualitasnya, dari sampel 
10 orang yang menolak kawin hamil itu lebih banyak, yaitu 5 orang 
sedangkan yang memperbolehkan hanya 4 orang, sedangkan yang satu 
menghormati antara yang memperbolehkan dan melarangnya.8 
 Sedangkan penulis ini lebih memfokuskan kepada kasus yang ada di 
Kel.Purangi, Kec. Sendana, Kota Palopo tentang  analisis hukum Islam dan hukum 
Adat terhadap nikah hamil. 
E. Tujuan dan Manfaat penelitian 
1. Tujuan penelitian 
a. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi terjadinya 
perkawinan wanita hamil di luar nikah di Kelurahan Purangi Kecamatan 
sendana. 
b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh masyarakat Kelurahan 
Purangi dengan fenomena perkawinan wanita hamil di luar nikah di 
Kelurahan Purangi Kecamatan Sendana. 
1. Manfaat penelitian 
                                                             
8Misbah Anlawi “Perkawinan Wanita Hamil Akibat zina di Desa Banguntapan kec. 
Banguntapan Kab. Bantul Yogyakarta (studi Tentang Maslahat dan madharat Terhadap Pasal 53 
KHI)”, (Skripsi IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008). 
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a. Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah pemahaman tentang 
bagaimana faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan 
wanita hamil di kelurahan Purangi. 
b. Penelitian ini diharapkan Berguna Untuk Menambah Pemahaman Tentang 
Bagaimana Pandangan hukum Islam dan Hukum Adat di Kelurahan 
Purangi. 
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BAB II  
TINJAUAN TEORITIS 
A. Nikah Hamil 
1. Pengertian Nikah Hamil 
 Pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang di atur oleh syariat 
Islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh 
agama Islam. Dari sudut pandang ini, maka pada saat orang melakukan 
pernikahan pada saat orang yang bersamaan dia bukan saja memiliki keinginan 
untuk melakukan perintah agama (syariat), namun juga memiliki keinginan 
memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus tersalurkan. 
 Nikah juga dapat diartikan perkawinan, sedangkan akad artinya perjanjian. 
Jadi akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan 
antar seorang wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan 
kekal (abadi).1 
Menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 (1), perkawinan itu ialah 
ikatakan lahir batin antara seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 
membentuk keluarga (runah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan 
ketuhanan yang maha esa. Pertimbangannya ialah sebagai negara yang 
berdasarkan pancasila dimana sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa, maka 
perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama/kerohanian, sehingga 
                                                           
1Mohd Idris Rumalyo, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta; Bumi Aksara, 2004), h.1. 
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perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani 
juga mempunyai peranan penting.2  
 Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan turunan, 
yang merupakan pula tujuan perkawinan, pemiliharaan dan pendidikan menjadi 
hak dan kewajiban orang tua (lihatlah pasal 1 dan penjelasan Undang-undang 
No. 1 Tahun 1974 yang merupakan dan sekaligus dasar Hukum Perkawinan 
Nasional). 
 Pasal 2 ayat (1) undang-undang No. 1/1974,   bahwa perkawinan adalah 
sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam masing-masing agamanya dan 
kepercayaan itu. 
 Sedangkan pasal 2 ayat (2), mengatur bahwa tiap-tiap perkawinan di catat 
menurut perundang undangan yang berlaku. Tentulah orang-orang Islam 
melakukan perkawinan menurut hukum agamanya, seperti juga agama-agama 
lain. Tentang pencatatan perkawinan khusus untuk orang-orang Islam di atur 
dalam undang-undang No. 22 Tahun 1946 juncto Undang-undang No. 32 tahun 
1954. 
 Selain itu tujuan perkawinan adalah untuk mencegah perzinaan agar 
tercipta ketenangan dan ketentraman bagi yang bersangkutan, keluarga dan 
masyarakat. Tujuan yang lebih telah utama adalah menjaga ras manusia dari 
keturunan yang rusak, sebab dengan perkawinan akan jelas nasabnya. 
 Yang dituntut oleh agamanya adalah perkawinan yang sah. Karena dengan 
perkawinan yang sah itu diharapkan dapat terwujud keluarga yang sakinah, 
                                                           
2Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 
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mawadah warahmah. Dalam mensyariatkan nikah, tentunya Allah swt 
mempunyai tujuan tujuan. 
   Walaupun begitu kadangkala masih banyak manusia yang mencari 
pasangan-pasangannya dengan jalan yang melenceng dari jalan yang telah 
digariskan oleh syariat. Dengan mengikuti hawa nafsunya mereka melakukan 
perzinahan. Padahal Allah swt sendri telah menetapkan zina sebagai perbuatan 
dosa besar yang ancaman hukumanya di dunia dan di akhirat sangtlah berat. 
Setelah melakukan perzinahan mereka baru melakukan pernikahan. 
 Perkembangan zaman yang sekarang semakin canggih, semakin 
mendukung masyarakat terutama terhadap kaum remaja untuk melakukan 
perzinahan, sehingga terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan, salah satunya 
adalah hamil di luar nikah. 
 Tidak jarang pula pernikahan itu dilakukan pada saat perempuan tersebut 
sedang hamil karena hubungan zina. Tujuannya pun bermacam-macam 
adakalanya untuk menutupi aib keluarga perempuan tersebut atau juga keluarga 
perempuan tersebut takut laki-laki yang menghamilinya akan kabur dan tidak 
bertanggung jawab. Karena zaman sekarang ini tidak jarang laki-laki yang 
menghamili seorang perempuan di luar nikah akan melarikan diri untuk 
melepaskan tanggung jawabnya. 
 Nikah hamil merupakan fenomena yang semakin marak di kalangan 
masyarakat, bahkan seolah-olah nikah hamil telah menjadi bagian dari budaya 
yang berkembang dalam masyarakat kita. Pengaruh dari kemajuan zaman di mana 
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dua orang berlawanan jenis tidak malu lagi duduk berduam, gandengan tangan 
dan sebagainya. 
 Pergaulan tersebut kadang berujung persetubuhan di luar nikah yang 
mengakibatkan kehamilan. Padahal kehamilan di luar nikah merupakan sebuah 
aib yang harus di tutupi. Maka salah satu cara untuk menutupi aib tersebut adalah 
dengan menikahkan wanita yang sedang hamil tersebut. 
Pengertian Nikah Hamil secara bahasa merupakan dari dua kata yaitu nikah 
dan hamil yang keduanya mempunyai makna yang berbeda. 
Menurut bahasa, kawin merupakan sinonim dari kata nikah,3 nikah adalah 
kata serapan dari Bahasa Arab yan telah dibakukan menjadi Bahasa Indonesia. 
Kata nikah berasal dari – حكن  حاكن وحكني yang berarti kawin atau perkawinan.4 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata Kawin/Nikah 
berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis.5  
Disebutkan dalam redaksi lain, yaitu pada Undang-Undang Pernikahan 
bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antra seorang pria dengan seorang 
wanita sebagai suami isteri. Dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) 
yang bahagia  dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.6  
 
                                                           
3Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, Ensiklopedi Islam Indonesia, (Jakarta : 
Djambatan, 1992), 741. 
4Mohammad  Asmawi,  Nikah  Dalam  Perbincangan  dan  Perbedaan, (Yogyakarta: 
Darussalam, 2004) 17. 
5Devinisi kawin/nikah, “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” dalam http//KBBI Digital.com 
(diakses pada 19 maret 2014, jam 15.20). 
6Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan 
(Bandung: Citra Umbara, 2007). 
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Adapun pengertian hamil ditinjau dari bahasa adalah kata serapan 
dari Bahasa Arab yang telah dibakukan, yaitu dari kata لمحلا yang berarti 
kandungan. Dalam KBBI kata hamil berarti mengandung janin di rahim karena sel 
telur dibuahi oleh spermatozoa.7 Hamil dalam istilah yaitu keadaan seseorang 
wanita yang mengandung anak atau janin di dalam rahimnya setelah terjadi 
pembuahan dalam rahim akibat hubungan seksual (wati‟).8 
 Nikah hamil ialah Nikah dengan seorang wanita hamil diluar nikah, baik 
dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki yang bukan 
menghamilinya.9 
 Nikah hamil dapat di artikan sebagai perkawinan seorang pria dengan 
wanita yang sedang hamil, hal ini terjadi karena dua kemungkinan yaitu dihamili 
dulu lalu dikawini atau dihamili oleh orang lain lalu dikawini oleh orang lain 
yamg bukan menghamilinya. 
 Bayi yang lahir dari wanita yamg di hamili tanpa dinikahi terlebih  dahulu, 
disebut oleh ahli hukum sebagai istilah anak zina (anak dari orang terlaknat). Jadi 
istilah tersebut bukan nama bayi yang lahir itu, tetapi istilah yang dinisabkan 
kepada kedua orang tuanya yang telah berbuat zina atau melakukan perbuatan 
                                                           
7Definisi hamil, “Kamus besar Bahasa Indonesia,” dalam http//KBBI Digital.com 
(diakses pada 19 maret 2014, jam 15.25). 
8Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 
1997), 203. 
9Abdur Rahman Ghazaly, Fikih Munakahat (Bogor: Kencana, 2003), h. 124.  
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yang terlaknat. Sedangkan bayi yang dilahirkan tetap suci dari dosa dan tidak 
mewarisi perbuatan yang telah dilakukan oleh orng tuanya.10 
Oleh karena itu, masalah nikah hamil dengan perempuan yang hamil 
diperlukan ketelitian dan perhatian yang bijaksana terutama oleh pegawai 
pencatat nikah. Hal itu dimaksudkan adanya fenomena sosial mengenai 
kurangnya kesadaran muslim terhadap kaidah-kaidah moral, agama dan etika 
terjadinya seorang pria yang bukan menghamilinya tetap dia yang 
menikahinya.11 
 Terjadinya zina meninggalkan semua keinginan dan tujuan hidup masing-
masing pasangan, karena harus menikah sebelum waktu yang mereka rencanakan. 
mungkin saja alasan mereka melakukan zina karena kasih sayang, namun 
sebenarnya telah menyalahi kasih sesungguhnya agar perjalanan pernikahan 
berlangsung baik dan membahagiakan, pasangan baru harus bersiap-siap untuk 
memulai dengan awal yang baik. 
2. Pandangan Ulama Tentang Nikah Hamil 
 Islam mengatur segala masalah perkawinan dengan sangat jelas dan 
terperinci agar umat manusia dapat hidup terhormat, sesuai dengan 
kedudukannya yang amat mulia di tengah mahluk Allah yang lain. Hubungan 
manusia laki-laki dengan perempuan di tentukan agar didasarkan pada rasa 
                                                           
10Mahjuddin, Masail Al-Fiqih (kasus-kasus Aktual Dalam Islam), (Jakarta: tp, 2012),  
h. 48.  
11
 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Indonesia (jakarta: Sinar Grafika, 2007) h. 45.  
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pengabdian kepada Allah swt sebagai al-khaliq dan kebaktian kepada 
kemanusian guna melangsungkan kehidupan. 
 Nikah hamil dalam pembahasan ini adalah nikah dengan seorang 
perempuan yang hamil diluar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang 
menghamilinya maupun oleh laki-laki yang tidak menghamilinya. 
 Hukum kawin dengan perempuan yang hamil di luar nikah, para ulama 
berpendapat bahwa: 
a. Ulama Syafi‟iyah 
Menurut ulama Syafi‟yiah berpendapat, hukumnya sah menikahi wanita 
hamil akibat zina, baik yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya maupun 
bukan yang menghamilinya. Alasanya karena wanita hamil akibat zina tidak 
termasuk golongan wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Mereka juga 
berpendapat karena akad nikah yang dilakukan itu hukumnya sah, wanita yang 
dinikahi tersebut halal untuk disetubuhi walaupun ia dalam keadaan hamil. 
b. Ulama Hanafiyah 
Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil bila 
yang menikahinya laki-laki yang menghamilinya, alasannya wanita hamil akibat 
zina tidak termasuk kedalam golongan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi 
sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. An-Nisa:22,23,24. 
                                 
         
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Terjemahnya: 
“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh 
ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya 
perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang 
ditempuh)” 
 
                          
                          
                                
                                 
                        
Terjamahnya: 
“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang 
perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara 
bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-
anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak 
perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang 
menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu 
(mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang 
telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu 
(dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; 
(dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan 
menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, 
kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang.”12 
 
                                   
                              
                                                           
12Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya (cet. 1 : Jakarta: Dua Ribu 
Wisata, 2002), h. 63. 
18 
 
                                    
         
 
 
Terjemahnya: 
“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali 
budak-budak yang kamu miliki[282] (Allah telah menetapkan hukum itu) 
sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang 
demikian[283] (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini 
bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) 
di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), 
sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap 
sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar 
itu[284]. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”13 
 
Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi‟i berpendapat bahwa perkawinan itu 
dipandang sah, karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain (tidak adamasa 
„iddah). Wanita itu boleh juga dicampuri, karena tidak mungkin nasab(keturunan) 
anak yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya. Sedangkananak tersebut 
bukan keturunan orang yang mengawini ibunya itu (anak di luarnikah). 
c. Ulama Malikiyyah 
Ulama Malikiyaah berpendapat bahwa wanita yang berzina, baik atas dasar suka 
sama suka atau diperkosa, hamil atau tidak, ia wajib istibra. Bagi wanita merdeka 
dan tidak hamil, istibra‟nya tiga kali haid, sedangkan bagi wanita budak 
istibra‟nya cukup satu kali haid, tapi bila ia hamil baik wanita merdeka atau 
                                                           
13Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya (cet. 1 : Jakarta: Dua Ribu 
Wisata, 2002), h.63. 
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wanita budak istibra‟nya sampai melahirkan. Dengan demikian ulama Malikiyyah 
berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita hamil akibat zina, 
meskipun yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya, apalagi ia bukan yang 
menghamilinya. Bila akad nikah tetap dilangsungkan dalamkeadaan hamil, akad 
nikah itu fasid dan wajib difasakh.14 
d. Ulama Hanabilah 
Ulama Hanabilah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita yang 
diketahui telah berbuat zina, baik dengan laki-laki bukan yang menzinainya 
terlebih lagi dengan laki-laki yang menzinainya, kecuali wanita itu telah 
memenuhi dua syarat berikut : pertama, telah habis masa iddahnya. Jika ia hamil 
iddahnya habis dengan melahirkan kandungannya. Bila akad nikah dilangsungkan 
dalam keadaan hamil maka akad nikahnya tidak sah.kedua, telah bertaubat dari 
perbuatan zina.15 
Ibnu Hazm berpendapat bahwa keduanya boleh di kawinkan dan boleh 
bercampur,  dengan ketentuan bila telah bertaubat dan menjalani hukum dera 
(cambuk)16, karena keduanya telah berzina. Pendapat Ibnu hazm di perkuat oleh 
Firman Allah Q. s An-Nur/24:2 
                                 
                                
                                                           
14https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/hukum-menikahi-wanita-hamil. 
15https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/hukum-menikahi-wanita-hamil  
16M Ali Hasam, Fiqhiyah Al Haditsah (jakarta: pt Grafindo persada, 1995), h. 96. 
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Terjemahnya: 
“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-
tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan 
kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika 
kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah 
(pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang 
yang beriman”.17 
 
 Ayat tersebut menjelaskan bahwa bukanlah menghalangi wanita untuk 
melakukan akad nikah, lalu masalhnya selesai. Karena mereka telah berdosa 
melannggar hukum Allah swt maka mereka wajib istighfar, menyesali dan 
menjauhkan diri dari dosa dan memohon ampun. Karena sesungguhnya Allah swt 
maha pengampun lagi maha penyanyang. 
1. Ibnu Hazm ( Zhahiriyah) berpendapat bahwa keduanya boleh (sah) 
dikawinkan dan boleh pula bercampur, dengan ketentuan, bila telah bertaubat 
dan menjalani hukuman dera (cambuk ), karena keduanya telah berzina. 
Pendapat ini berdasarkan hukum yang telah pernah diterapkan oleh sahabat 
Nabi, antara lain : 
a) Ketika Jabir bin Abdillah ditanya tentang kebolehan mengawinkan orang 
yang telah berzina, beliau berkata : “Boleh mengawinkannya, asal 
keduanya telah bertaubat dan memperbaiki sifat-sifatnya”. 
b) Seorang laki-laki tua menanyakan keberatannya kepada khalifah Abu 
Bakar dan berkata : Ya Amirul Mukminin, putriku telah dicampuri oleh 
tamuku, dan aku inginkan agar keduanya dikawinkan. Ketika itu Khalifah 
                                                           
17Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya (cet. 1 : Jakarta: Dua Ribu 
Wisata, 2002), h. 350. 
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memerintahkan kepada sahabat lain untuk melakukan dera (Cambuk), 
kemudian dikawinkannya 
Selanjutnya, mengenai pria yang kawin dengan wanita yang dihamili oleh orang 
lain, terjadi perbedaan pendapat para ulama :  
2. Imam Abu Yusuf mengatakan,keduanya tidak boleh dikawinkan. Sebab bila 
dikawinkan perkawinannya itu batal (Fasid). Ibnu Qudamah sependapat denga 
Imam Abu Yusuf dan menambahkan bahwa seorang pria tidak boleh 
mengawini wanita yang diketahuinya telah berbuat zina dengan orang lain, 
kecuali dengan dua syarat : 
a) Wanita tersebut telah melahirkan bila ia hamil. Jadi dalam keadaan hamil 
ia tidak boleh kawin.  
b) Wanita tersebut telah menjalani hukuman dera (cambuk), apakah ia hamil 
atau tidak. 
3. Imam Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani mengatakan bahwa 
perkawinannya sah, tetapi haram baginya bercampur, selama bayi yang 
dikandungnya belum lahir.  
4. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi‟I berpendapat bahwa perkawinan itu 
dipandang sah, karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain ( tidak masa 
„iddah). Wanita itu boleh juga dicampuri, karena tidak mungkin nasab 
(keturunan) bayi yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya. 
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Sedangkan bayi tersebut buakn keturunan orang yang mengawini ibunya itu 
(anak di luar nikah).18 
3. Peraturan Perundang-undangan tentang Nikah Hamil 
1. Menurut Kompilasi Hukum Islam bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil 
akibat zina bila yang menikahi wanita itu laki-laki yang menghamilinya. Bila 
yang menikahinya bukan laki-laki yang menghamilinya, hukumnya menjadi tidak 
sah karena pasal 53 ayat 1 KHI tidak memberikan peluang untuk itu.19 Secara 
lengkap, isi pasal 53 KHI itu adalah sebagai berikut:  
1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang 
menghamilinya. 
2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat 
dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.   
3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak 
diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung  
Ketentuan ini adalah sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nur ayat 
(3), “dimana dikemukakan bahwa laki-laki yang berzina tidak mengawini 
melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik. Dan 
perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang 
berzina atau laki-laki yang musyrik dan yang demikian itu diharamkan atas 
orang-orang mukmin.” Ketentuan ini dapat dipahami bahwa kebolehan 
kawin dengan perkawinan hamil bagi laki-laki yang menghamilinya adalah 
                                                           
18Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat ( Jakarta : Kencana, 2010 ), hal. 127. 
19Pasal 53 ayat ( 1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 
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merupakan pengecualian, karena laki-laki yang menghamilinya itu yang 
tepat menjadi jodoh mereka sedangkan lakilaki yang mukmin tidak pantas 
bagi mereka. Dengan demikian, selain laki-laki yang menghamili 
perempuan yang hamil itu diharamkan untuk menikahinya.20 Sebagaimana 
yang tertuang pada Pasal 53 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam membatasi 
pernikahan wanita hamil hanya dengan pria yang menghamilinya, tidak 
memberi peluang kepada laki-laki lain bukan yang menghamilinya. Karena 
itu, kawin darurat yang selama ini masih terjadi di Indonesia, yaitu kawin 
dengan sembarang laki-laki, yang dilakukannya hanya untuk menutupi 
malu (karena sudah terlanjur hamil), baik istilahnya kawin “Tambelan”, 
“Pattongko siri”, atau orang sunda menyebutnya kawin “Nutupan 
kawirang” menurut Kompilasi Hukum Islam hukumnya tidak sah untuk 
dilakukan.21Hal ini karena akibat hukum yang ditimbulkan seakan-akan 
kebolehan tersebut memeberikan peluang kepada orang orang yang kurang 
atau tidak kokoh agamanya akan dengan gampang menyalurkan kebutuhan 
seksualnya dilluar nikah. Padahal akibatnya jelas dapat merusak tatanan 
moral dan juga kehidupan keluarga serta sendi-sendi kehidupan 
masyarakat.22 Persoalan menikahkan wanita hamil apabila dilihat dari 
Kompilasi Hukum Isalm, penyelesaiaanya jelas dan sederhana cukup 
                                                           
20Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Jakarta : kencana, 
2006), h. 38. 
21Gozlan-ade.Blogspot.com/2014/02/Perkawinan-karena-hamil-di-luar nikah.html/diakses 
tanggal 15 juli 2014. 
22Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Jakarta : kencana, 
2006), h . 38. 
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dengan satu pasal dan tiga ayat. yang menikahi wanita hamil adalah pria 
yang menghamilinya, Pembolehan pernikahan wanita hamil ini 
dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum kepada anak yang ada 
dalam kandungan, dan logikanya untuk mengakhiri status anak zina. 
B. Rukun dan Syarat Nikah  
 Nikah Sebagaimana diketahui bahwa rukun dan syarat harus terpenuhi 
demi terlaksananya siatu perbuatan. Rukun adalah suatu yang harus ada untuk 
sahnya suatu perbuatan dan menjadi bagian dari perbuatan tersebut. Dalam 
Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah kesatu pasal 14 yang menyebutkan; “untuk 
melaksanakan perkawinan harus ada:  
a) calon suami 
b) calon istri 
c) wali nikah 
d) dua orang saksi 
e) ijab dan Kabul.  
Rukun nikah terakhir, yaitu Ijab dan Kabul, merupukan rukun yang paling 
pokok. Demikian pula Sayyid Sabiq menggatakan bahwa rukun paling pokok 
dalam perkawinan, ridanya laki-laki dan perempuan dan persetujuan mereka 
untuk mengikat hidup berkeluarga, Kasrena perasaan rida bersifat kejiwaan yang 
tak dapat dilihat dengan kasat mata, harus ada perlambang yang tegas untuk 
menunjukkan kemauan mengadakan ikatan bersuami-istri. Perlambang itu 
diutarakan dengan kata-kata kedua belah pihak yang mengadakan akad. 
Pernyataan pertama sebagai menunjukkan kemauan untuk membentuk hubungan 
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suami istri disebut “ijab”.dan pernyataan kedua yang di nyatakan oleh pihak yang 
mengadakan akad berikutnya untuk menyatakan rasa rida dan selanjutnya disebut 
“Kabul”23 
Menurut syariat Islam, setiap perbuatan hukum harus memenuhi dua 
unsur, yaitu rukun dan syarat, rukum ialah unsur pokok dalam setiap perbuatan 
hukum, sedang syarat ialah unsure pelengkap dalam setiap perbuatan hukum. 
Apabila kedua unsur ini tidak dipenuhi, maka perbuatan itu dianggap tidak 
sah menurut hukum. Demikian pula untuk sahnya suatu pernikahan harus 
dipenuhi rukun dan syarat. 
a. Rukun nikah  
1. Calom mempelai laki-laki dan perempuan  
2. Wali dari calon mempelai perempuan  
3. Doa orang saksi (laki-laki)  
4. Ijab dari wali calon mempelai perempuan atau wakilnya  
5. Kabul dari calon mempelai laki-laki atau wakilnya24  
b. Syarat sah nikah  
Syarat sah nikah adalah hal yang apabila tidak terpenuhi salah satunya 
maka pernikahannya tidak sah. Para ulama berbeda pendapat dalam syarat-syarat 
sah nikah, ada sebagian ulama yang memasukkan rukun ke dalam syarat, begitu 
juga sebaliknya.Akan tetapi, ada pendapat mayoritas dalam hal ini tentang syarat 
                                                           
23Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, (Yogyakarta: 
Liberty, 2007), hlm. 204. 
24Badan Kesejahteraan Masjid, Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, (Jakarta: 
1991/1992), hlm. 18-19. 
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nikah. Berikut saya sebutkan poin-poinnya. Syarat sah nikah menurut syariat 
Islam ada lima yaitu: 
1. Syarat calon pengantin pria sebagai berikut  
a) Beragama Islam  
b) Terang prianya (bukan banci) 
c) Tidak dipaksa 
d) Tidak beristri empat 
e) Bukan mahram bakal istri 
f) Mengetahui bakal istri tidak haram dinikahinya 
g) Tidak dalam ihram haji maupun umroh 
2. Syarat calon pengantin wanita  
a) Beragama Islam 
b) Terang wanita 
c) Telah member izin kepada wali nikahnya 
d) Tidak bersuami dan tidak dalam masa iddah 
e) Bukan mahram bakal calon suaminya 
f) Belum pernah di li‟an oleh bakal suami 
g) Terang orangnya 
h) Tidak sedang ihram haji dan umroh 
3. Wali nikah  
a) Bergama Islam 
b) Baligh 
c) Berakal 
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d) Tidak dipaksa 
e) Jelas lelakinya 
f) Adil (bukan fisik) 
g) Tidak sedang dalam ihram haji atau umroh 
h) Tidak rusak akal pikiranya karena tua atau sebagainya 
4. Syarat saksi  
a) Baraga Islam 
b) Baligh 
c) Laki-laki 
d) Berakal 
e) Adil 
f) Mendengar (tidak tuli) 
g) Melihat (tidak buta) 
h) Bias bercakap-cakap (tidak bisu) 
i) Tidak pelupa  
j) Menjaga harga diri 
k) Mengerti maksud ijab dan qabul  
l) Tidak merangkap sebagain wali 
C. Hukum Adat  
1. Pengertian Hukum Adat 
Secara etimologi, adat berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. 
Jadi secara etimologi adat dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan 
berulang-ulang lalu menjadi kebiasaan yang tetap dan dihormati orang, maka 
28 
 
kebiasaan itu menjadi adat. Ada dua pendapat mengenai asal kata adat. Disatu 
pihak ada yang mengatakan bahwa adat diambil dari bahasa Arab yang berarti 
kebiasaan. Sedangakan menurut Amura dalam Hilman menjelaskan istilah adat 
ini berasal dari bahasa Sansekerta karena menurutnya istilah ini telah 
dipergunakan oleh orang Minangkabau kurang lebih 2000 tahun yang lalu. 
Menurutnya adat berasal dari dua kata, a dan dato.a berarti tidak dan dato berarti 
sesuatu yang bersifatkebendaan.25 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adat adalah aturan (perbuatan) 
yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala; cara (kelakuan) yang sudah 
menjadi kebiasaan; wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilainilai budaya, 
norma, hukum dan aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu 
sistem.26 
Adat adalah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat dan 
kelompok-kelompok masyarakat yang dilengkapi oleh sanksi sehingga menjadi 
hukum adat. Jadi hukum adat merupakan kebiasaan yang diterima oleh 
masyarakat dan harus dilaksanakan oleh masyarakat yang bersangkutan. 
Kemudian untuk mempertahankan pelaksanaan hokum adat  agar tidak terjadi 
penyimpangan atau pelanggaran, maka diantara anggota masyarakat ada yang 
diberi tugas dan wewenang untuk mengawasinya. Adat dan hukum adat 
kemudian secara historis-filosofis dianggap sebagai perwujudan atau 
                                                           
25Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 
2002, h. 14. 
26Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pustaka Pelajar: Jakarta, 2002, h. 56 
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pencerminan kepribadian dari suatu bangsa. Kebanyakan para pakar 
menyebutkan, bahwa dikalangan masyarakat adat jarang sekali dipergunakan atau 
dipakai istilah hukum adat dan bahkan tidak dikenal secara serius. Dalam hal ini 
yang biasa dikenal adalah adat saja.27  
Istilah hukum adat merupakan terjemahan dari istilah Belanda, “Adat 
Rech”. Yang pertama kali dikemukakan oleh Snouck Hurgronye yang kemudian 
dipakai dalam bukunya yang berjudul: “ De Atjehers ( orang-orang Aceh ). Istilah 
adat recht ini dipakai pula oleh Van Vollenhoven yang menulis buku-buku pokok 
tentang hukum adat dalam tiga jilid, yaitu: Het Adat recht van  Nederlandsch ( 
Hukum Adat Hindia Belanda).  
Adat telah mendorong munculnya diskusi yang berkelanjutan sejak awal 
sejarah Islam tentang apakah ia dapat dipertimbangkan menjadi salah satu sumber 
penetapan hukum dalam Islam. Secara teoritis, adat tidak diakui sebagai salah 
satu sumber dalam yurisprudensi Islam. Namun demikian dalam prakteknya, adat 
memainkan peranan yang sangat penting dalam proses kreasi hukum Islam dalam 
berbagai aspek hukum yang muncul di negara-negara Islam. Peran aktual didalam 
hukum Islam, adah dalam bahasa  Arab sinonim dengan kata „urf .   Secara literal 
kata adah berarti kebiasaan, adat, atau praktek sementara arti kata urf  adalah 
sesuatu yang telah diketahui.  
Beberapa arti seperti Abu Sinna dan Muhammad Mustafa Syalabi, 
menggunakan definisi lugawi ini untuk membedakan antara kedua arti tersebut. 
                                                           
27Tolib Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia  (Bandung: Alfabeta,  2008), h. 5. 
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Mereka berpendapat bahwa adah mengandung arti “ pengulangan atau praktek 
yang sudah menjadi kebiasaan, yang dapat digunakan baik untuk kebiasaan 
individual adah fardiyyah maupun kelompok ( „adah jamaiyyah )”. Disisi lain, 
„urf didefinisikan sebagai praktek yang berulang-ulang yang dapat diterima oleh 
seseorang yang mempunyai akal s ehat. Oleh karenanya, menurut arti urf  lebih 
merujuk kepada suatu kebiasaan dari sekian banyak orang dalam suatu 
masyarakat, sementara adah lebih berhubungan dengan kebiasaan sekelompok 
kecil orang tertentu saja. Namun begitu beberapa fuqaha memahami kedua kata 
tersebut sebagai dua kata yang tidak berlainan. Subhi Mahmasani, sebagai contoh 
mengatakan bahwa kata urf dan adah tersebut mempunyai arti yang sama. Pada 
akhirnya, tampaknya terdapat suatu transisi dari arti „urf yang bermakna “ sesuatu 
yang telah diketahui kepada makna sesuatu yang dapat diterima oleh suatu 
masyarakat” yaitu kebiasaan atau adat itu sendiri.  
Perkataan “adat” adalah suatu istilah yang dikutip dari bahasa arab, tetapi 
boleh dikata telah diterima dalam semua bahasa di Indonesia. Mulanya istilah itu 
berarti “kebiasaan”. Dengan nama ini semua dimaksudkan semua kesusilaan dan 
kebiasaan Indonesia di semua lapangan hidup, jadi semua peraturan tentang 
tingkah laku macam apapun juga. Jadi didalamnya termuat pula peraturan-
peraturan hukum yang melingkupi dan mengatur hidup bersama dari pada orang-
orang Indonnesia. 
2. Masyarakat adat  
Masyarakat adat adalah masyarakat yang terpelihara dan tersusun oleh 
nilai-nilai adat. Masyarakat adat terbingkai oleh ketentuan adat sehingga susunan 
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masyarakat terbagi oleh norma-norma adat. Sistem nilai adat dalam bentuk 
seperangkat norma dan sanksi menjadi panduan, sehingga lalu lintas sosial 
berjalan dengan harmonis. Harmonis antar hubungan manusia dengan manusia 
serta harmonis pula dengan alam sekitar, karena adat sudah bersendikan 
kitabullah, maka keselarasan hubungan antar manusia serta hubungan dengan 
alam, berpunca pada hubungan dengan Allah. Cara itu manusia menunaikan 
tugasnya sebagai khalifah (pemelihara) di muka bumi dalam rangka beribadah 
kepada-Nya.28 
Menurut definisi yang diberikan oleh UN Economic and Sosial Council 
"masyarakat adat atau tradisional adalah suku-suku dan bangsa yang, karena 
mempunyai kelanjutan historis dengan masyarakat sebelum masuknya penjajah di 
wilayahnya, menganggap dirinya berbeda dari kelompok masyarakat lain yang 
hidup di wilayah mereka". 
Masyarakat hukum adat menurut UU No.32/2009 tentang perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup BAB I Pasal 1 butir 31 adalah: 
Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara 
turuntemurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada 
asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta 
adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum. 
Adapun Masyarakat Adat Indonesia yang tergabung dalam Aliansi 
Masyarakat Adat Nusantara memberikan definisi: 
                                                           
28UU. Hamidy, Jagat Melayu Dalam Lintas Budaya Di Riau (Bilik Kreatif Press, 
Pekanbaru: 2014), h. 74. 
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“Masyarakat adat sebagai komunitas yang memiliki asal-usul leluhur secara turun 
temurun yang hidup di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, 
ideologi ekonomi, politik, budaya dan sosial yang khas”. Masyarakat ini masih 
memegang nilai-nilai tradisi dalam sistem kehidupannya.29 
Pandangan dasar dari kongres I Masyarakat Adat Nusantara tahun 1999 
menyatakan bahwa “masyarakat adat adalah komunitas-komunitas yang hidup 
berdasarkan asal-usul secara turun temurun di atas suatu wilayah adat, yang 
memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, serta kehidupan sosial budaya 
yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan 
kehidupan masyarakat”. Secara sederhana dikatakan bahwa masyarakat adat 
terikat oleh hukum adat, keturunan dan tempat tinggalnya. Adapun beberapa 
kategori masyarakat adat diantaranya sebagai berikut: 
1. Suku-suku asli yang mempunyai kondisi sosial budaya dan ekonomi yang 
berbeda dari kelompok masyarakat lain di sebuah negara, dan yang statusnya 
sebagian atau seluruhnya diatur oleh adat kebiasaan atau tradisi atau oleh 
hukum atau aturan mereka sendiri yang khusus. 
2. Suku-suku yang menganggap dirinya atau dianggap oleh orang lain sebagai 
suku asli karena mereka merupakan keturunan dari penduduk asli yang 
mendiami negeri tersebut sejak dulu kala sebelum masuknya bangsa penjajah, 
atau sebelum adanya pengaturan batas-batas wilayah administratif seperti 
yang berlaku sekarang, dan yang mempertahankan atau berusaha 
mempertahankan–terlepas dari apapun status hukum mereka–sebagian atau 
                                                           
29http://ewintribengkulu.blogspot.com/2012/11/pengertian-masyarakat-adat.html 
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semua ciri dan lembaga sosial, ekonomi, budaya dan politik yang mereka 
miliki. Dalam pengertian itu masyarakat adat juga dikenal sebagai memiliki 
bahasa, budaya, agama, tanah dan teritoriyang terpisah dari kelompok 
masyarakat lain, dan hidup jauh sebelum terbentuknya negara bangsa modern. 
Selanjutnya adapun yang menyebutkan beberapa ciri yang membedakan 
masyarakat adat dari kelompok masyarakat lain, yaitu: 
1. Mereka mendiami tanah-tanah milik nenek moyangnya, baik seluruhnya atau 
sebagian. 
2. Mereka mempunyai garis keturunan yang sama, yang berasal dari penduduk 
asli daerah tersebut. 
3. Mereka mempunyai budaya yang khas, yang menyangkut agama, sistem suku, 
pakaian, tarian, cara hidup, peralatan hidup sehari-hari, termasuk untuk 
mencari nafkah. 
4. Mereka mempunyai bahasa sendiri 
5. Biasanya hidup terpisah dari kelompok masyarakat lain dan menolak atau 
bersikap hati-hati terhadap hal-hal baru yang berasal dari luar komunitasnya. 
Masyarakat dengan orientasi pola kehidupan tradisional merupakan 
masyarakat yang tinggal dan hidup di desa-desa. Suhandi mengemukakan sifat-
sifat dan ciri-ciri umum yang dimiliki masyarakat tradisional sebagai berikut: 
a) Hubungan atau ikatan masyarakat desa dengan tanah sangat erat. 
b) Sikap hidup dan tingkah laku yang magis religious 
c) Adanya kehidupan gotong royong 
d) Memegang tradisi dengan kuat 
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e) Menghormati para sesepuh 
f) Kepercayaan pada pimpinan lokal dan tradisional 
g) Organisasi kemasyarakatan yang relatif statis 
h) Tingginya nilai-nilai sosial.30 
Berdasarkan ciri-ciri tersebut terlihat bahwa masyarakat tradisional di 
dalam melangsungkan kehidupannya berdasarkan pada cara-cara atau kebiasaan-
kebiasaan lama yang diwarisi nenek moyangnya. Dalam kesehariannya, meskipun 
kini sudah banyak pengaruh luar dari kehidupan sosialnya, namun masyarakat 
tradisional tetap berusaha menjaga nilai-nilai luhur atau adat istiadat yang telah 
dipegangnya sejak dahulu, hal tersebut dilakukan untuk menjaga identitas 
kelompok masyarakat tersebut dan untuk menciptakan hubungan yang harmonis 
antara masyarakat dengan lingkungan hidup di sekitarnya. 
3. Ciri-Ciri dan Unsur Hukum Adat 
a) Ciri-Ciri Hukum Adat 
Berikut Ini Ialah Beberapa Ciri Hukum Adat, Diantaranya Ialah Sebagai 
Berikut Ini 
1) Lisan, Artinya Tidak Tertulis Dalam Bentuk Perundang-Undangan 
Dan Tidak Dikondefikasi 
2) Tidak Berbentuk Kitab Atau Buku Perundang-Undangan 
3) Tidak Sistematis 
4) Pengambilan Keputusan Tidak Menggunakan Pertimbangan 
5) Tidak Teratur 
                                                           
30http://ewintribengkulu.blogspot.com/2012/11/pengertian-masyarakat-adat.html 
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b) Unsur-Unsur Hukum Adat 
Berikut Ini Ialah Unsur-Unsur Hukum Adat 
1) Adanya Tingkah Laku Yang Terus Menerus Dilakukan Oleh 
Masyarakat, Tingkah Laku Tersebut Teratur Dan Juga Sistematis 
Serta Mempunyai Nilai Sacral 
2) Adanya Sanksi Hukum 
3) Terdapat Keputusan Kepala Adat 
4) Ditaati Oleh Masyarakat 
5) Tidak Tertulis31 
4. Hukum Adat dan Nikah Hamil 
a) Hukum Adat  
Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, 
norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu 
daerah. Apabila adat ini tidak dilaksanakan akan terjadi kerancuan yang 
menimbulkan sanksi tak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang 
dianggap menyimpang.32 
b) Nikah Hamil 
Nikah hamil sendiri adalah perkawinan yang dilaksanakan karena 
mempelai wanita pada saat melangsungkan perkawinan tersebut dalam 
keadaan hamil (pernikahan karena hamil di luar ikatan pernikahan yang 
sah). 
                                                           
31https://duniapendidikan.co.id/ciri-hukum-adat-pengertian-ciri-unsur. 
32Adat, http://id.wikipedia.org/wiki/Adat, akases tanggal, 23 Februari 2019 
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Adapun beberapa hukum adat tentang nikah hamil di berbagai daerah di 
antaranya yaitu : 
1. Nikah hamil dalam hukum adat di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar 
Hulu Kabupaten Kampar ada perbedaan dalam pelaksanaan, dimana 
pelaksanaan nikah  hamil tidak sah karena dilarang bagi seorang wanita 
hamil melangsungkan pernikahan, pernikahan  dianggap sah apabila bayi 
yang dikandung telah lahir. Oleh karena itu, harus mengulang perkawinan 
setelah empat puluh hari bayi yang dikandung lahir.33 
2. “Menurut tokoh masyarkat Desa Kecapi Kecamatan Kalianda Lampung 
Selatan yang dilakukan oleh wanita hamil akibat perzinahan dan dengan 
orang yang menghamilinya bahwa boleh melakukan pernikahan, karena 
pernah saya temukan di dalam kitab fiqih jika masa kandungan berumur 2 
bulan yang masih berbentuk darah, bahwa perkawinannya sah”. Dari 
pernyataan di atas dapat diketahui bahwa perkawinan tersebut dinyatakan 
sah karena dengan dilakukannya akad nikah dan sebaliknya perkawinan 
tersebut dinyatakan haram karena kandungan yang ada pada wanita itu 
tidak sah keturunannya.34 
3. Menurut adat istiadat  Nagari Lubuk Alai yang terletak pada Kecamtan 
Kapur Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatra Barat. Tokoh adat, 
adalah tokoh masyarakat Lubuk Alai yang di mana bahwa apabila ada 
seorang masyarakat yang melakukan hamil di luar nikah akan diserahkan 
                                                           
33https://media.neliti.com/media/publications/118384-ID-pelaksanaan-kawin-hamil-pada 
masyarakat.pdf 
34file:///C:/Users/Win%2010/Documents/Corel/ardi%20skripsi/RISMA_FATIKA.pdf  
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pada Ninik Mamak mempunyai kewenangan untuk memutuskan 
kewenangan persoalan yang terjadi pada anak cucu dan keponakan akan 
melakasanakan keputusan tersebut. Hukuman yang dijatuhkan terhadap 
wanita yang hamil di luar nikah mereka harus menikah dengan laki-laki 
yang menghamilinya atau laki-laki lain dan mereka harus membayar 
denda. Jika tidak dilakasanakan maka wanita tersebut akan diusir dari 
Nagari Lubuk Alai. Hukum adat tidak mengenal dengan penjara, namun 
dalam hukum adat setiap keputusan atau hukuman yang dijatuhkan oleh 
Ninik Mamak yang melakukan perzinahan atau hamil di luar nikah, laki-
laki yang menghamilinya untuk dikawini dan membayar denda adat 
kepada masyarakat Nagari Lubuk Alai.35 
 
                                                           
35http://repository.uin-suska.ac.id/7251/  
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
  Metodologi adalah suatu sistem panduan untuk memecahkan persoalan 
dengan spesifikasinya adalah bentuk, tugas metode, tekhnik dan alat. Sedangkan 
penelitian (research) adalah merupakan suatu rangkaian kegiatan ilmia dalam 
rangka pemecahan suatu masalah atau persoalan, dengan demikian metodologi 
penelitian sekumpulan peraturan kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh 
pelaku suatu disiplin ilmu. 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
  Jenis penelitian ini adalah penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif adalah 
suatu penelitian yang memberikan gambaran kompleks, dengan mengunakan 
metode (field receacrh) yaitu penelitian lapangan, karena kajian penelitian ini 
merupakan bagian dari wacana kajian tentang sosiologi hukum.  
  Lokasi Penelitian adalah tempat dimana peneliti dapat meneliti keadaan, 
yang sesungguhnya dari objek yang akan diteliti sehingga mendaptkan informasi 
yang akurat dan mendapatkan data yang relevan setuasi yang terjadi di tempat 
penelitian, penelitian ini berlangsung di Kelurahan Purangi Kecamatan Sendana 
Kota Palopo.   
B. Pendekatan Penelitian   
  Pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian “field research” 
penelitian lapangan, penelitian yang mengkaji sosiologi hukum yang 
menggunakan data sekunder sebagai data awal data primer atau data lapangan, 
meneliti suatu hukum untuk mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala 
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atau variable sebagai pengumpul data terdiri dari study dokumen, pengamatan 
(observasi), dan wawancara (interview). 
C. Sumber Data  
  Sumber data dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan  sebagai berikut : 
1. Data Primer 
  Data primer adalah merupakan informasi yang diperoleh dari responden 
wawancara yang dilakukan kepada beberapa pihak yang berkaitan dengan 
masalah ini secara langsung baik yang didapatkan dari sumber pertama baik dari 
individu atau perseorangan seeprti hasil dari wawancara untuk memberikan data 
yang sesuai atau data yang sah. 
2. Data Sekunder 
  Data sekunder adalah data yang diperoleh setelah dari lapangan dan 
diperoleh dari data hasil primer. Data sekunder diperoleh dari sumber sekunder 
berupa bacaan-bacaan yang berkaitan dengan nikah hamil atau sumber-sumber 
lainnya yang relevan dengan pembahsan penelitian ini 
D. Metode Pengumpulan Data 
  Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 
penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data tanpa 
mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan 
data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Adapun metode pengumpulan 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
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1. Observasi 
Obeservasi yaitu aktivitas terhadap suatu suatu proses atau objek dengan 
maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari penelitian 
dan menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung 
ataupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi yang akurat. 
2. Wawancara 
Wawancara merupakan salah satu tekhnik pengumpulan data. 
Pelaksanakan dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang 
diwawancarai, tetapi dapat juga secara tidak langsung seperti memberikan 
daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain. 
3. Dokumentasi 
Dokumentasi merupakan sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan 
dalam bahan yang berbentuk dokumentasi dari pengumpulan bukti dan 
keterangan seperti rekaman siaran, kutipan materi dan berbagai reperensi 
lain yang berada dilokasi penelitian dan dibutuhkan untuk memperoleh 
sumber data yang valid, dan data yang penting didalam penelitian. 
Tekhnik ini digunakan untuk mengetahui jumlah data tertulis yang 
dilapangan yang relevan dengan pembahasan penelitian. 
E. Instrument Penelitian  
  Instrument penelitian ini adalah alat pengumpulan data yang disesuaikan 
dengan jenis penelitian yang dilakukan dengan merujuk kepada metodologi 
penelitian 
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 Adapun instrument yang digunakan dalam penelitian lapangan ini meliputi 
sebagai berikut : 
a. Peneliti sebagai instrument utama 
b. Daftar pertanyaan penelitian yang telah disiapkan peneliti 
c. Kamera HP untuk mengambil gambar penelitian 
d. Buku catatan untuk persiapan pencatatan hal-hal yang penting dalam 
penelitian 
e. Pulpen sebagai alat untuk menulis 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
1. Teknik Pengolahan data 
 Pengolahan data diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan 
yang sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode penelitian ini 
yaitu : 
a. Coding data  
Coding data adalah proses untuk mengkalafikasikan jawaban-jawaban 
menurut kriteria atau macam-macam yang ditetapkan 
b. Editing data 
 Editing data adalah pemeriksaan hasil untuk mengetahui relevasi 
(hubungan) dan hubungan dan keabsahan data dideskripsi dalam menemukan 
jawaban pokok permasalahan hal ini dilakukan, dengan tujuan mendapatkan 
data yang berkualitas dan factual sesuai dengan literature yang didapkan dari 
sumber bacaan. 
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c. Identifikasi Data 
Identifikasi data adalah dengan mengumpulkan beberapa literature, 
kemudian memilah-milah dan memisahkan data yang dibahas. 
2. Analisis Data 
  Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data 
kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar. Tujuan analisis data adalah untuk 
menyederhanakan data kedalam bentuk yang mudah dibaca. Metode yang 
digunakan adalah metode survey dengan pendekatan kualitatif, yang artinya setiap 
data yang terhimpung dapat dijelaskan dengan berbagai presepsi yang tidak 
menyimpang dan sesuai denagan judul penelitian. 
  Teknik pendekatan deskripsi kualitatif merupakan suatu proses atau jalan 
untuk mengambarkan kedaan yang benar benar adanya sejauh apa yang 
didapatkan oleh penelitih. 
G. Pengujian Keabsahan Data 
  Ketajaman analisis peneliti dalam menyajikan sebuah data tidak serta 
merata menjadikan hasil temuan peneliti sebagai data yang akurat dan memeiliki 
tingkat kualitas dan kepercayaan yang tinggi. Perlu melewati pengujian data 
terlebih dahulu sesuai dengan procedural yang telah ditetapkan, sebagai seleksi 
akhir dalam menghasilkan penelitian yang baru atau memproduksi temuan baru.  
  Oleh karena itu sebelum menerbitkan atau mempublikasikan apa yang kita 
temukan, terlebih dahulu kita melihat keabsahan atau kesahihan data dengan 
melakukan pengecekan data melalui pengujian keabsahan data. 
  Keabsahan data merupakan standar kebenaran suatu data hasil penelitian, 
yang lebih menekankan pada data atau informasi. Dalam penelitian ini yaitu 
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penelitian kualitatif, untuk mendapatkan data yang valid dan reliable yang diuji 
adalah data yang nyata. Temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada 
perbedaan antara apa yang dipatkan peneliti dan dilaporkan dengan apa yang 
sesungguhnya atau sebenarnya terjadi pada objek yang diteliti. 
  Suatu penelitian diorentasikan pada derajat keilmiahan data penelitian 
sesuai apa yang ada dilapangan. Maka suatu penelitian dituntut agar memenuhi 
standar penelitian sampai dapat memperoleh kesimpulan, yang objektif. Artinya 
apa bahwa suatu penelitian bila telah memenuhi standar objektifitas maka 
penelitian tersebut, dianggap telah teruji keabsahan data penelitiannya. 
  Dalam teknik pemeriksaan data ini peneliti menggunakan teknik 
pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang diluar data itu 
untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembangding terhadap data yang 
diteliti. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
Lokasi yang digunakan untuk penelitian adalah Kelurahan Purangi, 
Kecamatan Sendana Kota Palopo. Sehubungan dengan penelitian ini, maka yang 
harus diketahui adalah kondisi geografis, demografis, dan keadaan sosial ekonomi. 
a. Kondisi Geografis  
Lokasi yang digunakan untuk penelitian adalah Jalan  Kelurahan Purangi 
Kecamatan Sendana Kota Palopo. Letak topografis tanahnya datar dan pegunungan, 
dengan luas wilayah sekitar 297,3 Ha, sebagian besar wilayah dimanfaatkan oleh 
masyarakat untuk lahan pertanian, seperti perkebunan dan persawahan sehingga 
sebagian besar masyarakat desa adalah petani dan petani penggarap.  
Secara administrasi Purangi merupakan wilayah Kelurahan dengan status 
Perkotaan dengan jumlah RW (Rukun Warga) sebanyak 6 dan sejumla 12 RT (Rukun 
Tetangga), Kelurahan Purangi merupakan Kota Kecamatan sehingga pelayanan 
tingkat kecamatan sangat mudah terjangkau, sedangkan jarak dari Ibukota sekitar 5 
Km. 
 Kelurahan Purangi secara geografis terletak antara 3° 3'15.79"S lintang 
selatan dan 120°12'28.19"E bujur timur. Kelurahan Purangi yang berada pada bagian 
Kecamatan Wara Selatan dengan batas wilayah : 
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1) Sebelah Utara berbatasan dengan kelurahan Sendana  
2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sampoddo  
3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kec Bua Kabupaten Luwu  
4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Sendana 
b. Kondisi Demografi Daerah Penelitian  
Jumlah Penduduk Kelurahan Purangi yang luas keseluruhannya 297,3 Ha, 
terbagi RW (Rukun Warga) sebanyak 6 dan sejumla 12 RT (Rukun Tetangga). 
Kelurahan tersebut dihuni oleh sekitar 1.885 Jiwa yang terdiri dari 973 Jiwa laki-laki 
dan 912 Jiwa perempuan. Berdasarkan jumlah tersebut jumlah jenis kelamin laki-laki 
lebih banyak dari jumlah jenis kelamin Perempuan. Untuk lebih jelasnya disajikan 
dalam tabel berikut : 
Tabel 1 
   . Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 
No Jenis Kelamin  Jumlah 
1. Laki-laki  973 jiwa  
2. Perempuan 912 jiwa 
Sumber : Profil Kelurahan Purangi, 2016-2017. 
c. Kondisi Sosial dan Ekonomi Kelurahan Purangi Kelurahan Purangi yang 
merupakan bagian dari Kota Palopo, yang memiliki luas 297,3 Ha dengan 1.885 
jiwa ini, memiliki kondisi ekonomi dan sosial yang beragam, sebagai berikut. 
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1. Tingkat Perekonomian  
Luas wilayah Kelurahan Purangi Kota Palopo yang memiliki luas 297,3Ha 
dengan kondisi sebagian besar wilayahnya adalah wilayah perkebunan ini, menuntut 
warga yang berjumlah 1.885 jiwa harus menjalani hidup sebagai petani. Dalam 
kesehariannya petani dengan berbekal pengetahuan dan keterampilan yang seadanya, 
menyebabkan para petani memiliki penghasilan yang beragam pula. Degan 
pengetahuan bertani yang seadanya inilah yang menyebabkan tingkat perekonomian 
di wilayah ini tergolong masih kurang dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-
hari. Jika hal ini dirumuskan dalam penggolongantahapan keluarga, maka Kelurahan 
Purangi sebagian penduduknya termasuk keluarga pra sejahtera dan secara umum 
tergolong dalam keluarga sejahtera I, hal ini dapat di lihat dari kondisi sehari-hari 
mereka yang terkadang belum dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan 
baik.  
 Bahkan hal ini terkadang yang memiliki dampak bagi sebagian warganya 
dalam memilih jaln keluar untuk keluar dari masalah ekonomi tersebut, meskipun 
Kelurahan Purangi yang merupakan wilayah Kota, alasan ekonomi tidak jarang pula 
menyeret remaja untuk memilih jalan singkat dari pada harus menempuh pendidikan. 
Alasan ini menyebabkan masih banyak penduduk yang tidak menyekolahkan anaknya 
sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya dana dan 
kurangnya pengetahuan orang tua terhadap pendidikan. Banyak orang tua yang 
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menyekolahkan anaknya hanya tamat SD (Sekolah Dasar) dengan harapan setelah 
tamat sekolah dapat membantu orang tuanya, bahkan ada beberapa yang tidak tamat 
SD ( Sekolah Dasar). Hal ini karena menurut mereka mencari pekerjaan seadanya 
yang penting bisa makan itu sudah cukup, bahkan ada beberapa orang tua 
membebankan pekerjaan yang masih tidak sesuai dengan umur mereka, seperti 
menjadi buruh bangunan, toko, ikut berkebut dengan beban kerja yang berat serta ada 
pula yang memberhentikan anaknya dengan alasan membantu di rumah saja dan 
orangtuanya yang mencari nafkah, baik sebagai petani maupun pedagang di pasar 
sentral Palopo.  
2. Mata Pencaharian  
Kelurahan Purangi yang dihuni oleh 1.885 jiwa secara keseluruhan bermata 
pencaharian beragam, tetapi yang lebih dominan adalah petani. Berikut ini 
merupakan tabel mengenai jumlah penduduk Kelurahan Purangi menurut mata 
pencaharian. 
Tabel 2 
 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian 
No  Mata pencaharian Jumlah  
1. Petani  1.0250 orang  
2. Pedagang  26 orang  
3. PNS  8 orang 
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4. Buru  4 orang 
5. Peternak  4 orang  
6. Nelayang/perikanan  - 
7. Industri kecil  - 
8. Pelayaran  10 orang 
9. Lain-lain 808 orang 
 Jumlah  1.885 orang 
Sumber : Monografi Kelurahan Purangi, 2016-2017 
Berdasarkan tabel di atas, menunjukan bahwa sebagian besar mata 
pencaharian Kelurahan Purangi adalah petani. Adapun yang lain bermata 60 
pencaharian sebagai PNS, pedagang, peternak, dan buruh, merupakan pekerjaan yang 
digeluti hanya sebagian kecil dari penduduk saja.  
3. Sarana Transportasi dan Komunikasi 
Sarana transportasi di Kelurahan Purangi cukup beragam kendaraan umum, 
mobil pribadi, motor dan sepeda, adapun yang dominan di gunakan adalah sepeda 
motor, hampir dari setiap penduduk pada kelurahan Purangi ini memilki sepeda 
motor. Sarana komunikasi dan informasi yang ada di Kelurahan Purangi sudah cukup 
baik, seperti tersedianya telepon genggam, televisi, radio, dan informasi, sehingga 
masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi dalam bentuk berita seluruh 
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dunia. Dengan ketersediaan alat komunikasi dan media tersebut setiap warga dengan 
mudah untuk berkomunikasi dan berinteraksi antara satu dengan lainnya. 
 
4. Sarana Pendidikan 
 Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, 
pemerintah menyediakan sarana pendidikan bagi penduduk di Kelurahan Purangi. 
Berikut rinciannya:  
Tabel 3 
 Sarana Pendidikan di Kelurahan Purangi 
No. Tingkat Gedung Gedung  Guru  Murid  
1 TK/TPA 1 3 30 
2 SD/MI 8 26 227 
3 MTs 1 16 54 
Jumlah 10 45 311 
Sumber : Observasi , 2016-2017  
 Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa di Kelurahan Purangi sekolah 
tingkat Tk dan TPA terdapat 1 gedung dengan jumlah siswa sebanyak 30 
Siswa/siswi, Sekolah Dasar (SD) terdapat 8gedung, dan tenaga pengajar ada 26 orang 
yang terdiri dari 227 siswa/siswi, sedangkan MTs memiliki 1 gedung dengan 3 
pendidik dan 54 siswa/siswi.  
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5. Agama  
Indonesia adalah negara yang membebaskan warga Negaranya memilih 
kepercayaannya masing-masing. Hal ini lah menjadi panutan warga di Kelurahan 
Purangi yang mayoritas beragama Islam memberikan ruang kepada warga yang 
memiliki kepercayaan selain Islam, untuk menempati wilayah tertentu pada kelurahan 
tersebut, sebanyak 19 jiwa laki-laki dan 24 jiwa perempuan yang Beragama Protestan 
dan 31 orang laki-laki serta 23 orang perempuan yang Bergama Khatolik. (Sumber: 
Monografi Kelurahan Purangi tahun 2016-2017). Dalam kesehariannnya, mereka 
saling memberi ruang pada masing-masing agama untuk melaksanakan 
kesehariannya menurut tatanan kenyakinan mereka, bahkan masalah perkawinan pun 
di laksanakan dengan tata cara ke agama masing-masing.  
6. Perumahan dan Tempat Ibadah  
Kelurahan Purangi, walaupun sebagian besar penduduknya bermata 
pencaharian sebagai petani, tetapi sebagian warga pada RW tertentu memiliki hunian 
yang baik, di samping beberapa wilayah yang kondisi rumahnya masih tergolong 
belum sempurna. Banyak orang yang bekerja dengan tujuan untuk bisa memperindah 
rumahnya. Itulah salah satu alasan orang tua tidak dapat menyekolahkan anaknya. 
Anak-anaknya dari kecil sudah biasa disuruh untuk  mencari uang untuk menambah 
biaya kehidupan keluarganya, untuk bisa memperindah rumahnya.  
Dengan demikian rumah-rumah penduduk di Kelurahan Purangi pada 
umumnya sudah permanen dan sudah memenuhi syarat-syarat kesehatan, karena 
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rumah tersebut telah memiliki ventilasi, hanya sebagian kescil saja di Kelurahan 
Purangi yang semi permanen. Di Kelurahan Purangi terdapat beberapa masjid dan 
mushola. Jumlah masjid di Kelurahan Purangi ada 3 sedangkan mushola ada 1 
mushola. Sebagian besar penduduk Kelurahan Purangi menjalankan ibadahnya di 
masjid dan di Mushola namun ada juga yang melaksanakan ibadahnya dirumahnya 
masing-masing.  
7. Kesehatan Masyarakat  
Untuk menjaga kesehatan masyarakat Kelurahan Purangi memiliki Bidan dan 
Perawat Puskesmas dengan di bantu oleh masyarakat yang termasuk dalam kelompok 
masyarakat Kader Kesehatan,di Kelurahan Purangi terdapat 1 Puskesmas umum dan 
1 Pustu serta beberapa Pustu bantu. Untuk menambah ilmu pengetahuan masyarakat 
dalam bidang kesehatan, bidan desa dan aparat pemerintah desa sering memberikan 
pengetahuan tentang pentingnya kesehatan bagi manusia dan bagaimana cara 
menjaga kesehatan.  
Di Kelurahan Purangi dalam hal kesehatan masyarakat bersama-sama dengan 
aparatur Kesehatan semaksimal mungkin untuk menciptakan masyarakat yang aman, 
damai dan sehat dari berbagai macam penyakit. Masyarakat di Kelurahan Purangi 
sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai petani. Bagi mereka 
yang bekerja sebagai petani tidak jarang dari  pekerjaan yang mereka geluti memiliki 
dampak yang tidak baik bagi kesehatan mereka. Sebagian besar dari penduduk yang 
52 
 
ada di Kelurahan Purangi tidak semua menyadari akan pentingnya kesehatan bagi 
mereka sendiri.  
Sebagian besar masyarakat di Kelurahan Purangi apabila memeriksakan 
kesehatannya tidak langsung berobat ke rumah sakit, tetapi pertolongan pertama yang 
mereka lakukan cukup dengan membeli obat di warung-warung terdekat kemudian 
bila sakitnya tidak kunjung sembuh baru dibawa ke puskesmas. Mereka bukannya 
tidak mau diperiksa di rumah sakit namun dikarenakan biaya yang sangat terbatas. 
Tidak jarang dari mereka apabila sakit mereka tidak segan-segan meminta bantuan 
kepada dukun terlatih. Kemudian untuk pelaksanaan posyandu bidang dan aparatur 
pemerintahan serta masyarakat Kader Kesehatan bekerjasama untuk bisa 
menyelenggarakan kegiatan tersebut secara rutin. Untuk pelaksanaannya, posyandu 
dilaksanakan tidak hanya dalan satu RW, namun ada di beberapa RW yang meiliki 
gedung PUSTU, dalam sebulan posyandu hanya diselenggarakan satu kali. 
B. Faktor-faktor Apa Saja Yang Melatar Belakangi Terjadinya Nikah Hamil di 
Kelurahan purangi 
Menikah sesungguhnya merupakan hal yang bisa dilakukan oleh seorang 
yang sudah dewasa. Hal ini terbukti dengan adanya ketentuan undang-undang yang 
memperbolehkan seorang menikah ketika dia sudah mampu mengemban tanggung 
jawabnya dengan baik. Sebuah fenomena yang berbeda ketika pernikahan tersebut 
dilakukan oleh remaja yang didahului dengan perbuatan tidak halal misalnya 
melakukan persetubuhan antara dua jenis kelamin yang berbeda diluar ketentuan 
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undang-undang perkawinan yang berlaku. Pernikahan ini bisaanya dinamakan 
perkawinan akibat perzinaan.  
 Demikian juga yang terjadi di Kelurahan Purangi, pemuda dan pemudi 
(yang melakukan perkawinan akibat perzinaan) tidak memandang dampak setelah 
menjalani rumah tangga. Beberapa faktor terjadinya pernikahan akibat perzinaan, di 
antaranya:  
a. Kadar keimanan rendah  
Kurangnya kesadaran orang tua terhadap pendidikan agama untuk anaknya  
dalam mendekatakan diri kepada Allah swt. 
b. Pergaulan bebas  
Orang tua yang sering kali tidak peduli terhadap lingkungan sekitar yang 
mungkin dapat memberikan dampak negatif juga merupakan penyebab 
terjadinya pergaulan bebas . 
c. Tidak dapat restu dari orang tua  
Faktor restu orang tua juga merupakan hal yang penting, yang dimana orang tua 
yang terlalu memperhatikan bibit, bobot dan bebetnya sehingga menyebabkan 
anak-anak mengambil jalan pintas agar dapat direstui. 
d. Kurang adanya hukuman bagi pelaku  
Tidak adanya hukum yang mengikat mengenai perzinahan juga menyebabkan 
hal ini sudah menjadi hal lumrah bagi remaja saat ini. 
e. Kurang adanya penyuluhan dari KUA setempat  
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Kurangnya penyuluhan tentang buruknya nikah hamil, menyebabkan 
kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hal tersebut. 
Hal ini terbukti dari hasil wawancara dengan Darman agung (umur 40 
tahun), salah satu tokoh masyarakat menyatakan bahwa : “Faktor penyebab terjadinya 
fenomena tersebut pada umumnya tidak direstui dari kedua orang tuanya karena 
melihat berbagai hal yang dikhawatirkan dalam membangun rumah tangga, di mana 
yang laki-lakinya belum mempunyai pekerjaan tetap dan yang perempuan masih 
duduk di bangku sekolah. Kebanyakan yang dicari para pemuda-pemudi hanya 
kesenangan, orang tua pasti akan terkena akibatnya kalau anak tersebut sampai 
melakukan perzinaan, dan juga terdapat dampak-dampak terhadap keluarga, 
masyarakat, dan Negara.1 
Tabel 4 
Tabel Data Jumlah Penduduk Kelurahan Purangi yang Melakukan Nikah 
Hamil Tahun 2018 
NO DAFTAR RW/RT KETERANGAN 
1 RW 01 
1 ORANG RT01 / RT02 
2 RW02 
2 ORANG  RT03 /RT04 
3 RW03 
 
RT05 /RT06 
4 RW04 
  RT07/RT08 
5 RW05 
1 ORANG RT09/RT10 
                                                           
1Darman Agung wawancara pukul 20.15 WITA di rumah (Purangi, 15 Januari 2019).  
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6 RW 06 
  RT11/RT12 
JUMLAH 4 
 
Dari keterangan table di atas terdapat 4 orang, yaitu di RW01, RT01/02 
terdapat 1 orang, RW02, RT03/04 terdapat 2 orang dan RW5, RT09/10 Terdapat 1 
orang, jadi jumlah keseluruhan nikah hamil 4 orang. 
Faktor yang melatar belakangi penyebab terjadinya fenomena tersebut, 
Tamrin (64  tahun), seseorang tokoh agama di Kelurahan Purangi berpendapat bahwa 
:  
“Terjadinya fenomena perkawinan akibat perzinaan selain dari pihak orang tua, juga 
dari tingkat keagamaan pada masyarakat Kelurahan Purangi sangat kurang, dan 
kegiatan peribadatan yang ada kurang begitu diperhatikan, misalnya dengan 
banyaknya musholla kurang begitu digunakan untuk berjama’ah oleh masyarakat, 
yang sudah remaja-remaja sudah malu mengikuti kegiatan pengajian, ada peringatan 
hari besar agama yang di isi dengan ceramah agama kurang merespon, sehingga 
dengan terlihatnya segala kegiatan yang kurang dilaksanakan untuk memupuk sebuah 
keimanan seseorang, dengan kadar keimanan yang rendah sehingga tidak bisa 
mengendalikan hawa nafsunya”.2 
Pendapat lain juga disampaikan oleh tokoh masyarkat Abdi SE (53 tahun) 
yang menyatakan bahwa :  
“Dengan tingkat pendidikan yang rendah pada seseorang, maka pemikirannya sangat 
begitu kurang apalagi tidak adanya penyuluhan dari aparat yang berwenang tentang 
hukum perkawinan. Akhir-akhir ini telah ditemukan 4 orang yang hamil diluar ikatan 
perkawinan. Apalagi di usia-usia remaja, keinginan untuk mengetahui segala sesuatu 
sangat tinggi termasuk masalah hubungan seksual. Jadi faktor terjadinya fenomena 
tersebut tidak adanya pemahaman tentang hukum khususnya hukum perkawinan. 
 
                                                           
2Abdi SE, Wawancara Pukul 19.10 WITA di Rumah (Purangi , 15 Januari 2019)  
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Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa faktor terjadinya perkawinan akibat 
perzinaan menurut Abdi SE, karena kurang adanya penyuluhan Dari pihak aparat 
yang berwenang terhadap masyarakat yang sumber daya manusianya kurang. 
Sehingga ditemukan 4 orang yang hamil diluar ikatan perkawinan. Denga melihat 
banyaknya fenomena tersebut dapat berdampak pada masyarakat yang lainnya. 
Wawancara selanjutnya juga dilakukan dengan tokoh masyarkat yakni Muh, 
Halim (49 tahun) yang menyatakan bahwa : 
“Pernikahan yang dilakukan rata-rata karena alasan telah terjadi kecelakaan (hamil 
terlebih dahulu) dari faktor pergaulan bebas yang berdampak pada masa depan anak 
atas perbuatan orang tuanya. Dengan melihat keadaan seperti itu sehingga dapat 
terlaksananya pernikahan. Hal ini dilakukan karena hubungan seksual hanya dapat 
dilakukan dengan halal melalui pernikahan. Sebenarnya beda pernikahan dan 
perzinaan tidaklah jauh, tetapi efek yang ditimbulkan sangat besar sekali, beda 
pernikahan dan perzinaan hanya pada akadnya saja. Apa sih susahnya mengikrarkan 
akad nikah, kalau nafsu sudah tidak dapat ditahan ketimbang bermaksiat lebih lama 
dan sampai terjadi kehamilan seperti itu, menambah dosa dan malu saja kan.3 
Selain itu, teraniaya anak-anak yang tidak berdosa akibat ulah orang-orang 
(orang tua yang melakukan perziaan) yang tidak bertanggung jawab, sehingga mereka 
terpaksa menyandang sebutan anak zina/ jadah.  
Keserakahan seks dan keonaran dalam suatu masyarakat akibat perzinaan, 
secara spontan pasti dibarengi dengan tersebarnya kemewahan, kemubaziran dan 
penghamburan kekayaan yang mempunyai dampak sangat jelek terhadap masyarakat. 
  
 
                                                           
3Muh. Halim Wawancara pukul 20.00 WITA di Rumah (Purangi 14 Januari 2019) 
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C. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Adat Tentang Nikah Hamil di 
Kelurahan Purangi Kecamatan Sendana Kota Palopo. 
Islam adalah agama yang mulia dan senantiasa mengajak umatnya untuk 
berbuat baik dan menjalankan perintah Allah SWT. Salah satu hal yang dianjurkan 
dalam Islam adalah menikah karena seperti yang kita ketahui, menikah adalah cara 
yang paling benar untuk menyalurkan kebutuhan jasmani maupun rohani seseorang. 
Pernikahan juga merupakan komitmen atara pria dan wanita untuk membangun 
rumah tangga dalam Islam dan jalan untuk mendapatkan keturunan yang akan 
melanjutkan generasi selanjutnya. Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk 
membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah dan sesuai dengan 
ajaran Rasulullah SAW. 
Meskipun demikian, maraknya budaya pergaulan bebas dalam hal ini pacaran 
menyebabkan hilangnya norma dalam masyarakat dan pudarnya nilai Islami terutama 
pernikahan. Pria dan wanita saat ini banyak menjalin hubungan sebelum menikah dan 
bahkan sampai melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama yaitu zina terutama 
setelah bertunangan. Pergaulan bebas dan orang yang tidak malu melakukan 
perbuatan zina adalah salah satu ciri-ciri akhir zaman. Hukum zina dalam Islam 
adalah haram dan pelaku zina wajib diberi hukuman sesuai syariat Islam. Namun 
karena pudarnya nilai Islami dan masyarakat dewasa ini lebih menggunakan hukum 
negara maka pelaku zina kebanyakan tidak mendapat hukuman. 
1. Pandangan Hukum Islam Tentang Nikah Hamil 
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Pergaulan bebas dan perilaku zina dapat menyebabkan seorang wanita hamil 
diluar nikah. Wanita yang hamil diluar nikah dianggap membawa aib bagi 
keluarganya dan ia biasanya akan segera dinikahkan untuk menutupi aib tersebut oleh 
keluarganya dan menghindari konflik dalam keluarga. Berdasarkan beberapa dasar 
hukum Islam, hukum menikah saat hamil dianggap sah dan wanita yang melakukan 
zina baik dalam keadaan hamil maupun tidak, bisa menikah dengan pria yang 
menzinainya ataupun pria lain yang tidak menzinainya. Untuk lebih jelasnya 
perhatikan dasar pertimbangan wanita yang menikah disaat hamil menurut Al-Quran 
dan Hadits.4 
a) Al-Quran 
Ayat tersebut menyatakan bahwa seorang wanita penzina bisa menikah 
dengan laki-laki yang menzinainya maupun yang tidak menzinainya. 
                                       
                             
                                       
      
Terjemahnya: 
“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali 
budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai 
ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang 
demikian(yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan 
                                                           
4https://dalamIslam.com/hukum-Islam/pernikahan/hukum-menikah-saat-hamil  
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untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara 
mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai 
suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang 
kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. 
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” 
 
b) Hadits Rasulullah SAW 
Berdasarkan hadits rasul, wanita yang hamil boleh menikah dengan laki-laki 
yang menzinahinya maupun yang tidak menzinahinya sebagaimana hadits berikut ini: 
“Seorang laki-laki yang dihukum jilid (cambuk) tidak akan menikah kecuali dengan 
yang serupa (wanita pelaku zina)”. (HR Abu Dawud)  
Hadist yang lain juga menyebutkan bahwa hukum wanita yang menikah saat hamil 
adalah sah karena perbuatan zina yang haram hukumnya tidak menghalangi 
perbuatan yang halal yakni menikah. 
Perbuatan yang haram (zina) itu tidak menyebabkan haramnya perbuatan yang 
halal (HR Ibn Majah). 
2. Hukum Adat Tentang Nikah Hamil 
Hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Indonesia tidak hanya 
hukum tertulis, namun terdapat juga hukum tidak tertulis yang tumbuh dan 
berkembang dari kebiasaankebiasaan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, yaitu 
hukum adat. Hukum adat merupakan salah satu sumber hukum yang penting dalam 
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rangka pembangunan hukum nasional yang menuju kearah peraturan perundang-
undangan.5 
Pernikahan wanita hamil adalah seorang wanita yang hamil sebelum 
melangsungkan akad nikah. Baik hamil akibat perkosaan maupun hamil karena 
persetubuhan suka sama suka. Kemudian dinikahi oleh pria yang menghamilinya atau 
orang yang mencintainya meskipun bukan orang yang menghamilinya. Oleh karena 
itu, masalah pernikahan wanita hamil harus dibutuh kan penelitian dan perhatian yang 
bijaksana.6 
Tentang hamil di luar nikah sendiri sudah kita ketahui sebagai perbuatan zina 
baik oleh pria yang menghamilinya maupun wanita yang hamil. Dan itu merupakan 
dosa besar 
Menurut Abdi S.E, bahwa penyimpangan-penyimpangan kaidah social atau 
norma agama dalam hal hamil di luar nikah ini, dikarenakan ketidakmampuan yang 
bersangkutan menahan diri sehingga apapun dilanggarnya.7  
Ini terjadi dikalangan anak muda karena mereka dibawah hanyut oleh jiwa 
yang gandrung untuk bertindak dahulu, berfikir kemudian, maka akibat dari 
ketidakmampuan menahan diri, banyak remaja melakukan hubungan badan sebelum 
nikah yang berujung pada kehamilan. 
                                                           
5Ulfiah Hasanah, Hukum Adat, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau 
(Pekanbaru: 2012), h. 5. 
6https://www.academia.edu/9628781/perkawinan_wanita_hamil  
7Darman Agung wawancara pukul 19.00 WITA di rumah (Purangi, 15 Januari 2019).   
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Kehamilan di luar nikah adalah aib bagi keluarga, oleh karena itu orang tua 
akan segera menutupi aib tersebut dengan menikahkan putrinya jika diketahui hamil 
diluar nikah. 
Kasus nikah hamil dalam masyarakat menggugah ahli-ahli hukum mengkaji 
hal tersebut dan membuat aturan yang digunakan sebagai jalan keluar atau 
pemecahan, seperti ditetapkannya aturan kawin hamil diluar nikah, dapat dikawinkan 
dengan pria yang menghamilinya. 
Islam membolehkan perkawinan akibat perzinaan meskipun dalam keadaan 
hamil. Pada sub ini akan dipaparkan tentang pandangan tokoh masyarakat terhadap 
perkawinan akibat perzinaan.  
Hal ini terbukti dari hasil wawancara dengan syariffuddin (47 tahun),  seorang 
masyarakat di Kelurahan Purangi tersebut berpendapat bahwa: Pernikahan yang 
didahului dengan perbuatan zina saya kira sebuah perkawinan yang tidak harmonis.8  
Pernyataan ini menunjukkan bahwa perkawinan akibat perzinaan adalah yang 
tidak aman bagi seseorang dari bahaya perzinaan. Karena dengan perzinaan hubungan 
antara laki-laki dan perempuan telah diharamkan, sehingga dengan perzinaan tersebut 
secara biologis, psikologis akan mempengaruhi individual, keluarga dan masyarakat 
sekitarnya.  
Merespon haramnya perkawinan dalam keadaan hamil karena zina. Tamrin 
(67 tahun), salah satu Tokoh Agama di Kelurahan Purangi menyatakan bahwa : 
                                                           
8
 Syariffuddin, Wawancara Pukul 19.04 WITA di Rumah (Kel. Purangi, 13 Januari 2018).  
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“Menurut saya perkawinan yang dilakukan oleh wanita hamil akibat perziaan dan 
dengan orang yang menghamilinya bahwa boleh melakukan pernikahan, karena 
pernah saya temukan di dalam kitab fiqih jika masa kandungan berumur 2 bulan yang 
masih berbentuk darah, bahwa perkawinannya sah”.9 
 Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa perkawinan tersebut dinyatakan 
sah karena dengan dilakukannya akad nikah dan sebaliknya perkawinan tersebut 
dinyatakan haram karena kandungan yang ada pada wanita itu tidak sah keturunnya.  
Wawancara selanjutnya dilakukan terhadap tokoh masyarkat Abdi SE (49 tahun), 
menyatakan bahwa :  
“Dengan melihat keadaan yang sudah terlanjur hamil akibat perbuatan zina yang 
belum adanya pernikahan yang sah, bisaanya juga mengalami ketergangguan pada 
mental dengan penyesalan yang telah ia perbuat, sehingga enggan melihat keadaan 
seperti itu untuk dapat diketahui silsilah keluarga dari ayah yang sebenarnya, maka 
sebuah perkawinan boleh segera dilaksanakan”.10 
Menurut tokoh masyarkat Darman Agung, Nikah Hamil dilaksanakan karna 
adanya seorang keluarga yang melakukan perzinahan, Nikah Hamil dilakukan dengan 
alasan  untuk menutupi aib keluraga dari pelaku tersebut.11 
Menurut pemaparan diatas dapat diketahui bahwa perkawinan akibat 
perzinaan boleh dilakukan karena menurut Abdi S.E , melihat keadaan yang sudah 
terlanjur hamil dan status anak yang tanpa bapak.  
Bahwa ketentuan hukum sama sekali tidak berani melegalisir perbuatan zina 
yang telah diperbuat oleh yang bersangkutan sebagai perbuatan yang dihalalkan atau 
                                                           
9
 Tamrin, Wawancara Pukul 19.06 WITA di Rumah (Purangi , 14 Januari 2019)  
10Abdi SE, Wawancara Pukul 19.10 WITA di Rumah (Purangi , 15 Januari 2019)  
11Darman Agung wawancara pukul 20.15 WITA di rumah (Purangi, 15 Januari 2019). 
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diperbolehkan karena hukum menyatakan bahwa perbuatan dan segala akibat 
perzinahan itu tetap dipandang tidak sah menurut hukum sebagaimana dinyatakan 
dalam KHI pasal 99 yang berbunyi: “Anak yang syah adalah anak yang dilahirkan 
akibat perkawinan yang syah”.  
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan judul analisis 
hukum islam dan hukum adat terhadap nikah hamil, peneliti dapat menyimpulkan 
bahwa: 
1. Factor penyebab terjadinya perkawinan wanita hamil di luar nikah  
menurut tokoh dan masyarakat kelurahan purangi, terjadinya fenomena 
karena  kurangnya penyeluhan dari aparat yang berwenang tentang hukum 
perkawinan, dan dimana  fenomena perkawinan akibat perzinaan selain 
dari pihak orang tua, juga dari tingkat keagamaan pada masyarakat 
Kelurahan Purangi sangat kurang, kegiatan peribadatan yang ada kurang 
begitu diperhatikan, misalnya dengan banyaknya musholla kurang begitu 
digunakan untuk berjama‟ah oleh masyarakat, yang sudah remaja-remaja 
sudah malu mengikuti kegiatan pengajian, ada peringatan hari besar agama 
yang di isi dengan ceramah agama kurang merespon. 
2. pandangan hukum islam dan hukum adat tentang nikah hamil di kelurahan 
purangi kecamatan sendana kota palopo, Sebenaranya, Islam 
membolehkan perkawinan akibat perzinaan meskipun dalam keadaan hami 
sedangkan hukum adat yang ada di kelurahan purangi kecamatan sendana 
kota palopo menikahi wanita hamil itu sah karena melihat keadaan yang 
sudah terlanjur hamil dan status anak yang tanpa bapak.  
. 
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B. Saran 
Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai 
berikut: 
1. Diharapkan bagi seluruh  masyarakat kelurahan Purangi, kecamatan Cendana 
Kota Palopo agar menjauhkan diri perbuatan zina. 
2. Diharapkan masyarakat Purangi agar tetap memupuk dan menjaga rasa 
persatuan yang begitu sangat kuat, tetap menjunjung akhlak yang tinggi yang 
berlaku dalam daerah tersebut dan tunduk pada aturan yang berlaku. 
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Gambar: Wawancara dengan Bapak Tamrin Imam Kelurahan Purangi. Pada 
Tanggal 14 Januari 2019 
 Gambar: Wawancara dengan Bapak Syariffuddin Tokoh Masyarakat di RT 1 
Kelurahan Purangi. Pada Tanggal 13 Januari 2019 
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Gambar: Wawancara dengan Bapak Muh Halim Tokoh Masyarakat RT 03 
Kelurahan Purangi. Pada Tanggal 14 Januari 2019 
 
 Gambar: Wawancara dengan Bapak Abdi S.E Tokoh Masyarakat RT 04 
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